
 
 

SURAT KEPUTUSAN 
KETUA PENGADILAN AGAMA POLEWALI 

Nomor : W20-A22/061/HK.05/III/2017 
 

TENTANG 
PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN PENGADAAN SALINAN     

INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA POLEWALI 
 

KETUA PENGADILAN AGAMA POLEWALI 
 

 Menimbang : a. bahwa dalam rangka ketertiban pelayanan informasi yang efektif dan 
efesien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Polewali 
dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung 
RI dan empat lingkugan peradilan di bawahnya . 

  b. 
 
c. 

bahwa keterbukaan dalam pelayanan informasi di pengadilan Agama 
Polewali dilaksanakan melalui Meja Informasi. 
bahwa agar pelayanan Meja Informasi dapat terlaksana dengan baik dan 
perlu di tetapkan biaya penggandaan Informasi dan Dokumentasi 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan publik;   
  2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Undang-Undang Nomor 50 Tahun 
2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama;         

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksaan UU No.14 
Tahun 2008 tentang Keterbukaan publik; 

  5. 
 
6. 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan 
Informasi Publik; 
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang 
Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan; 

    
MEMUTUSKAN 

    
Menetapkan :  Menentukan Standar Biaya Perolehan salinan informasi di Pengadilan 

Agama Polewali; 
Pertama :  Standar Biaya Permohonan Salinan Informasi dengan rencana penggunaan 

sebagai berikut: 
1. fotokopi Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) 
2. hardkopi / print out Rp 1.000,00 (seribu rupiah)/lembar 
3. hardkopi/CD – RW Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) /buah 
4. dan lain-lain sesuai kebutuhan  

Kedua :  Biaya panjar tersebut pada diktum pertama diserahkan/setor kepada petugas 
informasi Pengadilan Agama Polewali; 



Ketiga :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di 
kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana 
mestinya. 

                                                                        Ditetapkan    di   : Polewali 
                                                                        Pada tanggal        : 24 Maret 2017                    
                                                                        K e t u a, 
 
 

                                                                        H. A. Zahri, S.H., M.HI. 
                                                                        Nip.195912310319881025 
 
 


